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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Tinjauan Umum Pajak 

2.1.1
Pengertian Pajak 


Pajak merupakan peralihan kekayaan atau uang dari rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan melalui Negara tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjuk. Disini letak pentingnya peran pajak sebagai salah satu penerimaan dalam negeri yang mempunyai peranan sangat besar untuk menjadikannya sebagai modal pembagunan nasional.


Pengertian pajak menurut Rachmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2004:1) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya, menjadi :

“Peralihan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama membiayai “public investment”.


Sedangkan menurut pendapat Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh Early Suandy (2004:5) mengartikan pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh peguasa norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. 



Dari definisi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :


Bahwa pajak adalah sejenis pungutan yang berfungsi mengatur dan ditekankan pentingnya unsur paksaan, karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Sedangkan prestasi kembali atas iuran yang dilaksanakan wajib pajak tidak diberikan secara langsung dengan perkataan lain prestasi yang diberikan Negara seperti hak menggunakan sarana-sarana umum, hak mendapat perlindungan dan lain-lain.


Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang langsung dapat ditunjukan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan dengan kontraprestasi individu oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk menbiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah  berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

Selain pengertian pajak secara umum penulis juga akan mengutip beberapa

pengertian pajak daerah, antara lain :

1. Pengertian pajak daerah yang dikutip dari buku Selayang Pandang Pendapatan Daerah yang dikeluarkan oleh Sub Dinas Perencanaan Program Seksi Penyuluhan (2004:21) adalah :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah”.

2. Menurut undang-undang No. 18 tahun 1997 dan atau undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat 6 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah  :

“Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagunan daerah”.

2.1.2
Jenis Pajak


Jenis pajak dibagi kedalam  beberapa kelompok, antara lain:

1. Menurut Golongannya

       
Dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

a) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut,juga sebagai pajak tidak langsung.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

Dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

a) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang memperhatikan kondisi / keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang ada pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbuInya kewajiban membayar kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi atau badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.   Menurut Lembaga Pemungutannya

Dibagi menjadi 2 (dua) golongan:

a) 
Pajak Pusat / Pajak Negara

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Yaitu. pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Daerah (Propinsi)

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Daerah (Kabupaten / Kotamadya)

Contoh: Pajak Hotel dan Restoran (Pengganti Pembangunan Pajak1), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.3
Fungsi Pajak

Pajak dilihat dari pemungutannya memiliki dua fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor public dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan. untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

2. Fungsi Regulerend (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang, sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara / daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.


Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak diatas tersebut dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

2.1.4
Sifat Pajak


Sifat pajak atau ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah.

2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung secara individual yang diberikan pemenintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengetuaran penierintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayal public investment.

6. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.2
 Dasar Hukum, Sistem, dan Tarif Pemungutan Pajak

2.2.1
 Dasar Hukum Pemungutan Pajak


 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pusat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang."

2. Undang-Undang No. 6 tahun 19874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."

3. Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan."

4. Undang-Undang No. 11 tahun 1994 tentang "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah."

5. Undang-Undang No. 11 tahun 1994 tentang "Pajak Bumi dan Bangunan."

6. Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang "Bea Materai".

7. Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang."Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan."

8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 2001 tentang “Pajak Reklame”

9. Peraturan Pemerintah (PP).

10. Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

11. Surat Edaran Dirjen Pajak (SE Dirjen Pajak).

2.2.2 
Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak, yaitu :

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besamya pajak yang tertuang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

a. Wewenang untuk menentukan besar pajak tertuang ada pada fiskus.

b. Wajib pajak bersifat pasif

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besamya pajak yang terutang.

Ciri-cimya adalah sebagai berikut:

a. Wewenang untuk menentukan besamya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulal dari menhitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepadapihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang tertuang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.3
Tarif Pemungutan Pajak


Ada 4 (empat) macam tarif pemungutan pajak, antara lain:

1. Tarif Tetap

Yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda / berubah, sehingga jumlah pajak yang tertuang selalu tetap

Contoh:

Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya dikenakan Rp. 3.000,00.

2. Tarif Proporsional atau Sebanding

Yaitu tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang tertuang akan berubah secara proporsional / sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

contoh:

Tarif pajak PPN 10%.

3. Tarif Progresif

Yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang tertuang sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif progresif ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Tarif Progresif-Proporsional

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar.

b. Tarif Progresif-Progresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besamya peningkatan tarifnya semakin besar.

c. Tarif Progresif-Degresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil.

4. Tarif Degresif

Yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil Jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Tarif Degresif-Proporsional

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besamya penurunan dari tarifnya sama besar.

b. Tarif Degresif-Progresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar.

c. Tarif Degresif-Degresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat  dan besarnya penurunan dari tarifhya semakin kecil.
2.3
Pengertian Pajak Parkir
Pajak parkir didasarkan pada UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 pasal 1 ayat 6, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak parkir adalah :

“Pajak parkir yang selanjutnya disingkat pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir”.

Sedangkan pajak parkir menurut Marihot P. Siahaan (2005:407) adalah :

“Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”.
2.3.1 Subjek Pajak Parkir


Pada pajak parkir, subjek pajak parkir adalah “orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir “. Dimana, konsumen yang menggunakan tempat parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.3.2 Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir menurut Marihot P. Siahaan (2005:407) adalah :

“Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran”.


Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah :

1. Gedung parkir

2. Pelataran parkir

3. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran

4. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.3.3 Tarif Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan tujuan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/ kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Parkir


Dasar pengenaan pajak parkir menurut Marihot P, Siahaan (2005:407) adalah :

“Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir”.

2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah “penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang”. (Selayang Pandang Dipenda (2004:21))

Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini berasal dari :


1. Pajak daerah terdiri dari :

a. Pajak propinsi 

b. Pajak kabupaten atau kota


2. Retribusi daerah terdiri dari :

a. Retribusi jasa umum

b. Retribusi jasa usaha 

c. Retribusi perizinan tertentu

3.  Hasil perusahan milik daerah dan pengelolaan kekayan daerah lainya   

yang dipisahkan


4. Lain-lain pendapatn asli daerah yang sah


5. Pajak bumi dan bagunan 


6. Bea perolehaan hak tanah dan bangunan (BPHTB). 

2.5
 Sumber-sumber Pendapatan Asli  Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 sumber-sumber Pendapatan Asli  Daerah ( PAD) Kabupaten/Kota terdiri dari:

a) Hasil Pajak Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah  daerah.

b) Hasil Retribusi Daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan untuk dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah  daerah 

c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saharn milik daerah).

d) Lain-lain Pendapatan Asli  Daerah yang sah (antara lain: penjualan asset tetap daerah dan jasa giro).

e) Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah, terdiri dari:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

7. Pajak Parkir.
b. Retribusi Daerah, terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Urnum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan tertentu

Berdasarkan Dinas Pendapatan Daerah dalam bukunya (DIPENDA.2003), sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaannya desentralisasi (OTDA) terdiri dari:

1. Pajak Daerah, yang terdiri dari:

a. Pajak Propinsi, diantaranya yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air (PKB).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari:

1. Pajak Hotel (Peraturan Daerah No. 02 tahun 2003 tentang Pajak Hotel).

2. Pajak Restoran (Peraturan Daerah No. 03 tahun 2003 tentang Pajak Restoran).

3. Pajak Hiburan (Peraturan Daerah No. I I tahun 2000 tentang Pajak Hiburan).

4. Pajak Reklame (Peraturan Daerah No. 08 tahun 2003 tentang Pajak Reklme).

5. Pajak Penerangan Jalan (Peraturan Daerah No. 20 tahun 1998 tentang Penerangan Jalan).

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Peraturan Daerah No. 92 tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian golongan C).

7. Pajak Parkir (Peraturan Daerah No. 13 tahun 2001 tentang Pajak Parkir).

2. Retribusi Daerah, terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perijinan Tertentu

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli  Daerah yang sah, antara lain:

1. Penjualan Asset Tetap Daerah

2. Jasa Giro

2.6
Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung


Sejak berlakunya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber dana untuk biaya sarana dan prasarana perkotaan tersebut adalah dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor perparkiran.

Berdasarkan uraian tersebut, pajak yang ada di negara kita dapat dikelompokkan kedalam pajak negara dan pajak daerah, dimana pajak parkir merupakan salah satu bagian dari pajak daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat berpengaruh, khususnya bagi kota Bandung. Pendapatan itu maka diperlukannya suatu penerimaan pajak yang telah dicapai oleh pemerintah daerah melalui dinas pendapatan daerah (DIPENDA). Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sektor pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak parkir.

Menurut  Agus Sambodo mengemukakan bahwa penerimaan pajak adalah bertujuan untuk memasukan penerimaan uas kas Negara sebanyak-banyaknya yaitu untuk mengisi APBN yang sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang (balance budget). (1999:82).

Dalam konteks keuangan, pemerintah daerah menerima aktiva, penerimaan aktiva oleh pemerintah daerah pada umumnya berupa pendapatan. Contoh pendapatan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana penambangan. Oleh karena itu, pengertian pendapatan menurut Abdul Halim menyatakan bahwa :

:”Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan daerah. (2002:3) 

Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian yang telah dikemukakan bahwa terdapat hubungan antara penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak parkir memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh dinas pendapatan daerah.
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